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A. Kesimpulan  

               Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

perolehan Hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Nabire dengan cara 

perolehan hak milik menurut hukum adat sama halnya dengan perolehan hak 

milik menurut hukum adat pada umumnya, melalui beberapa cara antara lain 

dengan cara membuka hutan, jual beli, warisan, serta kadaluarsa. Namun ada 

beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dengan daerah lainnya di 

Indonesia.  Apabila seseorang yang ingin membuka tanah ulayat atau semak 

belukar untuk keperluan somahnya dilakukan dengan pemotongan babi atau 

hewan ternak di tempat pemilik tanah dengan dihadiri oleh seluruh warga 

masyarakat adat setempat, dengan tanggungan biaya upacara adat di tanggung 

oleh seseorang yang ingin membuka tanah ulayat tersebut, sebagai tanda telah 

diadakannya peralihan hak atas tanah ulayat menjadi tanah hak milik 

perseorangan, setelah semua persyaratan pelepasan adat telah terlaksana 

“pemilik baru” dapat mengajukan ke kantor pertanahan setempat untuk 

kemudian dibuat surat garapan tanah yang kemudian di proses di kantor 

pertanahan untuk diterbitkan sertifikat tanah. 

         Apabila di kemudian hari dalam proses memperoleh tanah hak milik 

telah menimbulkan suatu persoalan maka masyarakat hukum adat setempat 

melakukan beberapa upaya untuk proses penyelesaiannya antara lain dengan 

upaya awal melalui jalur Non Litigasi (luar pengadilan). Upaya Non litigasi 

dilakukan dengan cara musyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama. 
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Pada upaya awal penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan dihadiri 

oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat atau Ondoafi bersama dengan kepala-

kepala suku duduk bersama untuk menentukan waktu yang tepat untuk 

mengulangi proses pelepasan adat serta besarnya ganti kerugian yang 

dihasilkan dari tidak sempurnanya perolehan hak milik atas tanah ulayat. Jika 

dalam upaya penyelesaian non litigasi tidak menemukan hasil kesepakatan, 

maka di tempuh upaya terakhir yaitu melalui jalur litigasi atau jalur pengadilan 

sebagai ultimum remedium. 

B. Saran 

     Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Agar kantor pertanahan Kabupaten Nabire memberikan penyuluhan-

penyuluhan hukum tentang proses perolehan Hak Milik menurut hukum 

adat melalui pelepasan adat agar masyarakat semakin mengerti akan 

pentingnya  cara memperoleh tanah hak milik atas tanah ulayat. 

2. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Nabire masih memegang teguh 

peraturan-peraturan hukum adatnya, maka kepada pemerintah Kabupaten 

Nabire untuk tetap menjaga dan memelihara serta melestarikan hukum adat 

yang berlaku di masyarakat. 
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